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TAHUN 2004 NOMOR 3SER) A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOI 2 TAITUN 2004

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNCG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

bahwa berdasarkan  Pengkajian  terhadap  Materi Peraturan
Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Tata  Cara  Pencalonan,  Pemilihan,  Pclantikan  dan
Pemberhentian Kepala Kampunyg perlu disesuaikan dengan jiwa
Otonomi Dacrah dan memenuhi maksud Peraturan Pemerintah
Nomor 76 ‘T'ahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mcngenai Desa;

bahwa schubungan dengan hal tersebut pada butir © a ** maka
dipandang perlu untuk mengatur kembali Jata cara Pencalonan,
Pemilihan, Pclantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung
dengan Pcraturan Dacrah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daecrah Tingkat 11 Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Lampung Timur dan Kotamadya Dacrah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815); i

Undung-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan  dan  Pengawasan  atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090):

Pcraturan Pemerintzh Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 142); '
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6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 (entang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun
2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan ( Lembaran
Dacrah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
24);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001
tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun
2001, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Way Kanan
Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
Nomor: 2 Tahun 2004

MEMUTUSKAN
' '1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
Bupati adalah Bupati Way Kanan;

Camat adalah Camat dalam Kabupaten Way Kanan;

Pemerintah - Kampung  adalah Kegiatan yang  dilaksanakan olech Pemerintah
Kampung (Kepala Kampung, Perangkat Kampung) dan Badan Perwakilan
Kampung;

Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan:

Putera Kampung adalah Orang yang lahir di Kampung itu dan atau masih
mempunyal kerabat dekat yang berdomisili di kampung tersebut;

Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten;

1. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga legislasi
dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan kampung, Anggaran

~ Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Keputusan Kepala Kampung:

j. Bakal Calon adalah Wargd Masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan
penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala
Kampung; |

e
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Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapat
persetujuan dari BPK, serta dikukuhkan dengan Keputusan Bupati,

Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh dukungan suara
terbanyak dalam Pemilihan/Pemungutan Suara;

Penjabat Kepala Kampung'adalah Perangkat Kampung atau Pcjabat Jain yang
diangkat olch Bupati berdasarkan usulan BPK untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban scbagal Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung
hasil pemilihan;

Pcjabat yang berwenang adalah Pcjabat yang berhak untuk mengangkat dan
memberhentikan Kepala Kampung yaitu Bupati;

Pemilih adalah Warga Penduduk Kampung setempat yang telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;

Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan hukum dan Perorangan di luar
Pemerintah Kampung antara lain ~ Pemcrintah Pusat, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara asing, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi Swasta
Nasonal dan Swasta Asing, L.embaga Keuangan dalam dan luar Negeri;

Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki seseorang pemilih untuk menentukan sikap
pilithannya;

Penjaringan adalah Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan
untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;

Penyaringan adalah Seleksi vang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk

mendapatkan Calon Kepala Kampung baik dari segi administrasi maupun
kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;

Sumbangan Pihak Kectiga Kepada Kampung adalah Pemberian pihak ketiga
kepada Kampung secara ihklas, tidak mengikat. baik berbentuk uang atau yang
disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak;
Kampanye adalah Berupa penyampaian/penawaran program yang akan dilakukan
olech Calon Kepala Kampung untuk menarik simpati pemilih, jika yang
bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung;

BAB Il

PERSYARATAN CALON KEPALA KAMPUNG

|
Pasal 2

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung dan

Warga Ncgara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a. DBertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Sctia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang

lainnya;

Berpendidikan  sekurang-kurangnya berijasah  Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP), dan atau sedcrajat;

Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun:
Schat Jasmani dan Rohani;

=5

. Berkelakuan baik, jujur dan adil; |
Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana:

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e

f,

g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
h
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k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat
sekurang kurangnya selama 3 (tiga) tahun kecuali putra Kampung;
[. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.

(2) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI yang mencalonkan dir; sebagat
Kepala Kampung selain harus memenuhi Persyaratan scbagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Izin tertulis dari Instansi
induknya.

BAB 111
MEKANISME PENCALCONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang terdiri dari :
a. Asisten I Sekretariat Kabupaten sebagai Ketua,
b. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten
f sebagal Sekretaris; 1

c. Kasubbag Pengembangan Otonomi Kampung pada Baglan Pemerintahan dan
Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai Wakil Sekretaris;

d. Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten sebagai anggota,

e. Camat sebagal anggota;

f. Dan Ramil Kecamatan sebagai anggota;

g, Kapolsek Kecamatan sebagal anggota;

h. Kasubbag Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan
dan Otonomi Kampung Sckretariat Kabupaten sebagal anggota,

i, Kasubbag Umum Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Kampung Sckretariat Kabupaten scbagal anggota.

j. Sekretaris Kecamatan sebagai angota.

k. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota.

(2) Panitia Pengawas Pemilihan scbagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

|
Pasal 4

(1) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan bersifat administratif dan menindaklanjuti
Keputusan Panitia Pemilihan dan BPK;

(2) Panitia Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepada Bupati;

~ (3) Anggaran Biaya Operasional Panitia Pengawas Pemilihan dibebankan kepada
APBD Kabupaten.

Pasal §

(1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Kampung, BPK membentuk Panitia
Pemilihan yang terdiri dar1 anggota Badan Perwakilan Kampung, Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakal

(2) Panitia Pencalonan dan Pcmlhhan scbagaimana dlmaksud ayat (1) terdin dari :
a. Seorang Ketua; |
b. SeorangWakil Ketua;
c. Seorang Sekretaris;
d. Scorang Bendahara dan di bantu oleh beberapa orang Anggota.
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(3) Susunan Organisasi Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari panitia yang bersangkutan;

(4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon
Kepala Kampung;

(5) Personil yang menduduki Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2)
dan (3) Pasal ini ditctapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

" (1) Tugas Panitia Pemilihan antara lain

Mengumumkan adanya lowongan Kepala Kampung;
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung;

Melaksanakan Pendaflaran Penduduk yang berhak memilih;
Mengajukan Rencana Biaya Pclaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;

Menjaring dan Menyaring Bakal Calon Kepala kampung, dengan melakukan
pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
Mengumumkan nama Calon dan Daftar Pemilih:
Menetapkan Tata Cara Kampanye;
Menyiapkan Kartu Suara dan Perlengkapan Pemilihan;
Menentukan tempat dan waktu Pelaksanaan Pemilihan;
Menyampaikan Surat Panggilan Kepada Pemilih;
Melaksanakan Pemungutan Suara dan Menghitung Hasil Pemilihan;
Membuat Berita Acara Peclaksanaan Pemungutan Suara dan Hasil
Penghitungan Suara;

m. Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan dan Hasil Penghitungan Suara;

n. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan BPK;

0

. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara dan mengusulkan Pengesahan Hasil
Pemilihan Kepada Bupati melalui Camat.

oo o

l
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(2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung
jawab kepada BPK.

: o Pasal 7 1

(1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung dari calon yang
memenuhi persyaratan;

(2) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui

tahap penjaringan,
penyaringan, dan pendaftaran pemilih;

(3) Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara
Republik Indonesia yang :

a. Terdaftar sebagai Penduduk Kampung bersangkutan secara sah sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus:

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pendaftaran
dilaksanakan dan atau telah pernah menikah:

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang

; mengkhianati Negara Kgsatuan Republik Indonesial, Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945, seperti G. 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi
terlarang lainnya.

(4) Daftar Pemilih yang berhak memilih Calon Kepala Kampung ditetapkan Panitia
Pemilihan, disetujui Calon dan disahkan Badan Perwakilan Kampung.

M
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| Pasal 8 1

(1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan olch Panitia Pemilihan
melalui pengumuman sccara tertulis:

2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain memuat :
b

a. Tanggal dimulai dan berakhirnya pandaftaran bakal calon;
b. Persyaratan administrasi bakal calon;

¢. Rencana waktu Tahapan Pemungutan Suara.

(3) Penyaringan bakal calon Kepala Kampung oleh Panitia Pcnzlilihan,yaitu dengan
melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan adm‘inislram bakal calon; .

(4) Persyaratan administrasi bakal calon scbagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
adalah:

a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;

b. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:

l. C. Sural pernyataan sclia dan {aal kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara Kesatuan 'Republik Indonesia; '

d.  Surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung
dalam kegiatan yang mengkhianati Ncgara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau
organisasi (erlarang lainnya;
¢. Surat keterangan sehal Jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh pimpinan

atau Kepala Rumah Sakit Umum, Puskesmas atau Dokter setempat;

f. Surat keterangan berkclakuan baik dari Kepolisian;
g Dafltar Riwayat Hidup;

h. Fotocopy ijazah sckurang-kurangnya Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang telah dilegalisir oleh instansi yang

berwenang;

Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

Pas Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

. Surat pernyataan bersedia bertem pat tinggal dikampung yang bersangkutan;

Surat keterangan bertcmpat tinggal dikampung yanﬁ)bersangkutan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun lerakhir, atau fotocopy KTP dan khusus untuk putra
kampung tidak diperlukan:

m. Surat ijin tertulis dari instansi induk bagi Calon Kepala Kampung yang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau TNI/POLRI.

re— r'-—-i ri

Pasal 9

(1) BPK menctapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Kepala Kampung
' yang berhak dipilih oleh masyarakat berdasarkan Berita Acara penyaringan Bakal
calon Kepala Kampung yang ditandetangani oleh Panitia Pemilihan

(2) Calon Kcpala Kampung yang berhak dipilih sebagaimana dim
Pasal ini diusulkan Panitia Pemilihan kepada Panitia Peng
kukuhkan sebagai calon yang berhak di pilih dengan Keputusan B

aksud ayat (1)

awas untuk dj
upati;



f

' !
(5) Pembatalan perolehan suara secbagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka
Calon Kcpala Kampung yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara
terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih;

(6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus dilaksanakan
secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup, selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
I (satu) hari scbelum Pemilihan dihadapan Panitia Pemilihan dan BPK, kemudian
diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat akan dimulainya pemungutan suara.

BAB 111
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 10

' (1) Pelaksanaan Kampanye dilgksanakan olech Calon Kepala Kampung secara tertib,

tenteram, aman dan terkendali ditempat-tempat terbuka;
(2) Waktu pelaksanaan kampanye dimulai 9 (sembilan) hari sebelum pcmlhhan

dengan masa kampanye 6 (enam) hari dan 3 (tiga) hari masa tenang;

(3) Biaya pelaksanaan kampanye dibebankan kepada calon.

Pasal 11

. (1) Calon Kepala Kampung dilarang atau tidak dibenarkan melakukan kampaye

dalam bentuk pemberian uang (Money Politik) dan Pawai arak-arakan;

(2) Calon Kepala Kampung yang melanggar larangan kampaye sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan teguran peringatan tertulis oleh BPK dan
atau ditindak tegas pihak yang berwajib.

r BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan;

(2) Waktu Pemilihan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00
WIB;

. (3) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tdak boleh berdekatan dengan rumah tempat

tinggal Calon atau minimal radius 100 meter;

(4) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara langsung, umum, bebas dan
rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), yang dihadin oleh Calon, BPK, Saksi serta
Panitia Pengawas;

(5) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang telah berhak memilih dan
terdaftar dalam daftar Pemilih, dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang
telah ditetapkan; !

(6) Pemberian Suara sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak dapat diwakilkan
dengan alasan apapun;

(7) Satu orang Pemilih hanya berhak satu surat suara, dan jika surat suara dalam
keadaan cacat, rusak atau keliru mencoblos, Pemilih dapat menukar surat suara
tersebut kepada Panitia Pemilihan.
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Pasal 13

(1) Paniia Pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan demokrasi
pemungutan suara berlangsung tertib, lancar dan aman:

(2) Untuk lancar dan tertib jalannya pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan wajib menyediakan:

a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Kampung yang berhak
dipilih, dan daftar penduduk yang berhak memilih;

b. Papan tulis/Karton tempat pencatatan perhitungan suara hasil Pemilihan;

c. Surat suara yang sah yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih
dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

d. Kotak suara beserta kuncinya tempat memasukan surat suara yang telah
dicoblos;

€. Bilik suara, bantalan dan alat pencoblos tanda gambar.
1 |

Pasal 13

(1) Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan demokrasi
peémungutan suara berlangsung tertib, lancar dan aman:

(2) Untuk lancar dan tertib jalannya pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan wajib menyediakan:

a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Kampung yang berhak
dipilih, dan daftar penduduk yang berhak memilih:

Papan tulis/Karton tempat pencatatan perhitungan suara hasil Pemilihan:

Surat suara yang sah yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih
dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;

Kotak suara beserta kuncinya tempat memasukan surat suara yang telah
dicoblos;

e. Bilik suara, bantalan dan alat pencoblos tanda gamba‘r.

b.
C.

BAB Y
PERHITUNGAN SUARA

Pasal 14

(1) Pemilihan atau pemungutan suara memenuhi quorum dan sah. apabila dihadiri

sckurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah daftar Pemilih yang tclah di
sahkan;

(2) Penentuan quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditentukan
pada saat penghitungan suara akan dimulai, dengan cara menghitung jumlah surat
undangan yang tclah diterima Panitia Pemilihan., Apabila jumlah Pemilih yang
hadir belum mencapai quorum, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penundaan

penghitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3
(dua pertiga) dari jumlah Pemilih; i

(3) Apabila sampai waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

quorum juga belum tercepai, pelaksanaan penghitungan suara diundurkan oleh
Panitia Pamilihan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah

penghitungan pertama dengan quorum % (seperdua) dari jumlah Pemilih:

(4) Pengunduran waktu Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini, diumumkan kepada masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara
Penundaan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disetujui BPK;

_*“—“_—“\_“M
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(3) Pengunduran lebih lanjut mengenai perlutungan suara sebagaimana dimaksud
ayat (3) dan (4) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati,

Pasal 1§

(1) Bentuk, Model surat suara dan tanda cambar, ukuran kotak suara, bantalan serta
alat coblos adalah seperti teclampir dalam Peraturan Daerah ini:

(2) Suare/ surat suara dinyatakan tidak sak apabila :
Tidak memakai surat suura yang telah ditentukan;
Tdak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
Ditanda tangani atau membuat tanda lain yang menunjukan identitas Pemilih;
Memberikan suara untuk lebih dari | (satu) calon yang berhaok dipilih;
Menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah
ditentukan:
f. Mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang discdiakan,
atau diluar garis lingkaran tanda gambar calon.
(5) Alasan-alasan yang menycbabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud

ayat (2) Pasal ini, diumumkan kepada Pemilih pada saat akan dimulainya
Pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

o Ao o

Pasal 16

(1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, ditvangkan dalam

Berita Acara dan ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan, calon atau saksi yang
telah ditetapkan;

(2) Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon
, terpilih;
I s \

1
(3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon terpilih

sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Badan
Perwakilan Kampung (BPK);

(4) Benta Acara Pemilihan dan Keputusan Badan Perwakilan Kampung (BPK)
tentang Penetapan Kepala Kampung terpilih, disampaikan Ketua Panitia

Pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah
Pemilihan.

Pasal 17

(1) Kepala Kampung terpilih - yang  meninggal  dunia, mengundurkan — dird,
dikurung/ditahan, oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana,
maka untuk menentukan Kepala Kampung terpilih yang berhak dilantik,
dilakukan Pemilihan Ulang dan atau Pemilihan tahap ke I (Dua);

"(2) Biaya Pemilihan Ulang dan atau Pemilihan tahap ke II (Dua) sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung (APBK).

Pasal 18

(1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Kampung memperoleh Suara
terbanyak sama , maka diadakan Pemilihan Ulang;

* (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dilakukan
untuk Calon yang memperoleh jumlah suara yang sama saja;

e —————————————————————
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(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemilihan pertama;

(4) Apabila Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal in,

(1)

(2)

(3)
(4)

,(5)

(6)

- (7)

(3)

(®)

—_— e — R ——
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hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang diajukan untuk diangkat
sebagai Kepala Kampung adalah menjadi hak BPK melalui Pemilihan langsung

anggota BPK selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak pemilihan ulang
dilaksanakan.

BAB VI
TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJ), PELANTIKAN DAN
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 19

Calon Kepala Kampung terpilih, disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan

Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Kepala Kampung selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah Pemilihan;

Selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Surat

Keputusan Bupati, Kepala Kampung dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk;

Pelantikan Kepala Kampung dilaksanakan tepat pada masa akhir jabatan Kepala
Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan;

Apabila pelaksanaan Pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka
pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur;

Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena
alasan — alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, 'dapat ditunda selama —
lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung
yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan

bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama
masa penundaan terscbut;

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Kampung mengucapkan Sumpah/Janji
dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Susunan kata — kata sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat
(6) pasal ini, adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah ( Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhj
kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik — baiknya, sejujurnya,
dan seadil — adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

Konstitusi Negara serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi
kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada saat pengucapan sumpah / janji dan Pelantikan Kepala Kampung,
dilaksanakan Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru,
dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang diangkat atau ditetapkan

sebagal Kepala Kampung dibebaskan dari jabatan instansi induk organisasinya
tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS dan atau anggota TNI/POLRL.
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BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA KAMPUNG

Pasal 20

(1) Kepala Kampung memimpin penyelengaraan  Pemerintahan Kampung

berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Perwakilan Kampung
(BPK);

(2) Dalam melaksanakan tuges dan kewajiban Kepala Kampung :
' a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPK; | |
b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(3) Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan tugas Kepala Kampung

sebagaimana pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun;

(4) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf “ b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 21

(1) Badan Perwakilan Kampung memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenal

akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum berakhir masa Jabatan;

(2) Pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Kepala Kampung disampaikan 3 (tiga)

,  bulan sebelum masa Jabatan berakhir; 1
(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan scbclum berakhirnya masa Jabatan, Badan

Perwakilan Kampung segera memproses Pemilihan Kepala Kampung yang baru,

BADB VIII
LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 22

Kepala Kampung dilarang :

(1) Membuat Keputusan sccara khusus yang memberikan kewenangan bagi dirinya,
angpota keluarganya, golongan tertentu, atau kelompoknya yang secara nyata
merugikan masyarakat;

' (2) Bersikap diskriminatif dan, mempersulit dalam membgrikan pclayanan kepada
masyarakat.

BAB IX
PEJABAT YANG MEWAKILI
DALAM HAL KEPALA KAMPUNG BERHALANGAN

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Kampung berhalangan, Pejabat yang dapat mewakilinya adalah
Perangkat Kampung;
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(2) Perangkat Kampng yang mewakili dalam hal Kepala Famgpuny berhalatignt
scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu
a. Sckretaris Kampung;,
b. Kecpala urusan;
¢. Kepala dusun.

BAL X
| MEKANISME PEMBERHENTIAN, DAN PEMBYRBESTIAN
| SEMENTARA KEPALA KAMPUNG

Pasal 24

(1) Kepala Kampung berhenti karena -
a. Meninggal Dunia;
b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji,
Berakhir masa Jabatan dan tclal dilantik Kepala Kampuny, yany, bara dat,
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Undang-

undang yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkesnbang
dalam masyarakat Kampung.

C.
d.
e.

(2) Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan V.ampung, namun apatila

i BPK tidak dapat melaksanakan tugas dan viewenangnya sebagaimmana dimakswd

dalam pasal 37 Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Permbentuksn

BPK, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Kampung, yang telab habis
masa Jabatannya tanpa usul BPK dan mengangkat penjabat Kepala Kampung.

Pasal 25

(1) Kepala Kampung dikenakan tindakan administratif berupa  teguran,
Pemberhentian sementara dan atau Pemberhetian scsuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku oleh Bupati atas Usul Badan Perwakilan Y.ampung
dengan berpedoman pada Juknis yang diatur dengan Keputusan Bupati:

(2) Tindakan administratif berupa teguran, Pemberhentian Sernentara dan atau
Pemberhentian  scbagaimana  dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, karena
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan

atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat df
Kampung bersangkutan.

—

{
Pasal 26

Kepala Kampung yang meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 6 (enam) bulan
berturut-turut dapat diberhentikan olch Bupati atas Usul Badan Perwakilun Karnpung
(BPK).

Pasal 27

(1) Kepala Kampung yang tidak dapat menjalankan
kewajibannya karcna sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (cnam)
bulan berturut-turut, maka atas Usul Badan Perwakilar Kampung, Bupat) dapat
menunjuk  Sckretaris Kampung  atau Perangkat Kampung In;nnyu schagal
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung; o

gas, wewenang, dan

e — - —— -'--.r-q.--'h-hl-.-‘l—h--_-.- —— i i — e e e—
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. (2) Apabila berdasarkan kclcramgun Dokter atau Tim Penguji Kesehatan bahwa
Kepala Kampung sebagml}}anu dimaksud ayat (1) belum dapat menjalankan
tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas Usul Badan Perwakilan Kampung,

Bupati dapat memberhentikan  yang bersangkutan dari Jabatannya  dan
menctapkan Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 28

chnlu. Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dan atau anggdta TNI/Polri yang belum
berakhir masa Jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang
bersungkutan memasuki usia atau sudah pensiun.

Pasal 29

chala‘Kampupg dari Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/POLRI yang
bcrl}entl atau diberhentikan olch Bupati, dikembalikan ke Instansi induknya tanpa
* kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI.

Pasal 30

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampal dengan Pelantikan tidak dapat
terlaksana tepat waktu sesuai berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung tersebut,
sedangkan yang bersangkutan tidak akan mencalonkan kembali untuk masa Jabatan

' berikutnya, maka atas Usul Badan Perwakilan Kampung, Bupati memperpanjang
masa Jabatan Kepala Kampung selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Kampung yang tclah berakhir masa Jabatan dan akan mencalonkan

kembali untuk masa Jabatan berikutnya, maka paling lambat 2 (dua) bulan Badan

Perwakilan Kampung mengusulkan kepada Bupati tentang Pemberhentian Kepala
~ Kampung tersebut dari Jabatannya dan Pengangakatan Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 32

(1) Kepala Kampung yang dilaporkan atau diduga masyarakat tersangkut suatu
tindak pidana penyalahgunaan Jabatan, Kolusi atau Korupsi, atas Usul Badan

Perwakilan Kampung (BPK) atau Rekomendasi Bawasda Kabupaten, Bupati
dapat mcmberhentikan sementara (Schorsing) Kepala Kampung tersebut dari
Jabatannya dan mengangkat' Penjabat Kepala Kampung; s

(2) Apabila berdasarkan Pemberitahuan dari Tim Penyidik dan atau berdasarkan
Putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Kampung yang
bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan
Perwakilan Kampung (BPK) mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati
tentang Pemberhentian Sementara (Schorsing) Kepala Kampung yang
bersangkutan.

~ (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan
perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Kampung yang bersangkutan
menyatakan banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan
Pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Bupat! atas
Usul Badan Perwakilan Kampung (BPK) memberhentikan Kepala Kampung
tersebut dar1 Jabatannya.

] ' 1
e L _.——_-——__———____'————-—l—-———-——____—_—.
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BAB XI
MASA JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 33

Masa Jabatan Kepala Kampung adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
+ Pelantikan; 1

Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenubhi
persyaratan dapat mencalonkan kembali untuk masa Jabatan yang kedua;

Apabila masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa Jabatan
berikutnya;

Pasal 34

~ (1) Penjabat Kepala Kampung diangkat dengan Keputusan Bupati atas Usul BPK dari
Perangkat Kampung yaitu :

a Sekretaris Kampung;
b Kepala Urusan;
¢ Kepala Seksi;

d Kepala Dusun, dan atau jika tidak memungkinkan bisa dari pejabat struktural
kecamatan.

' (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimanaidimaksud ayat (1) Pasal
In1, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
(3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diambil
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
(4) Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Kampung adalah :
a. Mecnyelenggarakan pemerintahan Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala
Kampung definitif;
b. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Kampng sesuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan kewajiban yang diberikan kepada
yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

2 - Pasal 35 ‘

Biaya Pemilihan Kep:ila Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung (APBK), sumbangan/bantuan dari Calon dan atau Bantuan pihak
ketiga yang sah sesual dengan Perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

(1) Badan Perwakilan Kampung (BPK) dapat membatalkan Hasil Pemilihan Kepala
Kampung jika terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan, Pemalsuan
Surat Keterangan dan atau Pemalsuan Jjazah sebagaimana yang telah ditentukan
dalam persyaratan Calon Kcpala Kapung setelah dila1kukan Pemeriksaan oleh

Bawasda Kabupaten;
W
e —————————————————
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Pasal 37

(1) Pengangkatan Penjabat Kepaly Kampung yang baru dibentuk, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usy] BPK;

(2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah dari perangkat
kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan dan atau Tokoh masyarakat
kampung, yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;

(3) Penjabat Kepala Kampung seba
ini,pada saat peresmian dj
Pejabat yang ditunjuk.

gaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) Pasal
ambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan

atau Penjabat Kepala Kampung yang tclah ada atau sedang dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, didasarkan kepada peraturan yang berlaku

sebelum peraturan Daerah ini dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini; |

(2) Kepala Kampung dan atau Penjabat Kepala Kampung yang telah ada sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah dan tetap melaksanakan tugas serta
kewajibannya sebagai Kepala Kampung dan atau Penjabat Kepala Kampung.

[ ot

BAB XV |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 ,
Tahun 2000 (Lembaran Dacrah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 16) yang
mengatur tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian

" Kepala Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4()

Hal-hal yang belum diatur dalam Peratuan Daerah ini, sepanjang mengatur teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

e, Lo |
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pengundangan Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 20 Februari 2004
BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM
Diundangkan di Blambangan Umpu

Pada tanggal 2004
 SEKRETARIS DAERAH ,
KABUPATEN ’
Dto.

Hi. M. ABADI, SH, MA, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 460011678

" LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI A

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

r N ———

700707 ) 1
/ /

NASARUDDIN, SH., MH
Pembina
NIP 710016707
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. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

LAMPIRAN | NOMOR | : 2 TAHUN 2004 ‘
. TANGGAL : 20 FEBRUARI 2004
TENTANG : TATA CARA PENCALONAN

I’EMILIHAN, PELANTIKAN. DAN
PEMBLERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

SENTUK, MODEL, SURAT SUARA DAN TANDA GAMBAR

SURAT SUARA
pEMILIHAN KEPALA KAMPUNG . .....ciiiiiiiiiiiiiic i, (1)
}{ECAMATAN .......................................... (2) KABUPATEN WAY KANAN
. _
NAMA CALON | NAMA CALON NAMA CALON
__________—__J
|
Phas Fhoto Phas Fhoto Phas Fhoto
(3) | (3) (3)

o | [ =

PANITIA PEMILIHAN

Cap dto.

)

- Catatan :
1. Jumlah tanda gambar menyesuaikan jumlah calon yang berhak dipilih

2. Ukuran surat suara menyesuaikan dengan jumlah tanda gambar
3. Tanda gambar tidak berwarna

4, Angka (1) diisi nama Kampung

5. Angka (2) diisi nama Kecamatan

6. Angka (3) ditempelkan phas fhoto calon
7. Tanda Lingkaran adalah Sasaran Coblos yang sah 1

J—

HIMPUNAN PERDA KAB. WAY KANAN TAHUN 2003-2004



[
Catatan .
Ukuran .

a. Panjang = 40 cm
b, Lebar = 40cm
c. Tinggi = 60cm

BENTUK DAN UKURAN BANTALAN COBLOS

5 & =
=
iiiiiiiiii
i i
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Cotatan :

L

I

£

huran

Panjang Tali = 100 cm

) Pamjang Alat Pencoblos LK = 15 cm

BUPATI WAY KANAN
Dto.
D AMANURIL MM

disalin sosuay donpan sslinya
K1 PALA BAGIAN HURUM

SASARL PDDIN, SH.MH
Pemb

Cijiinihd
NP THonis o0
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